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P E N E T A P A N 
Nomor 19/Pdt.G/2022/PA Sbga 

 
 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT, NIK 1201035405850005, agama Islam, tempat dan tanggal lahir 

Sibuluan, 15 Mei 1985, pendidikan SMA, pekerjaan Asisten 

Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba, No. 04, 

Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota 

Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai 

Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, NIK 1201032305790004, agama Islam, tempat dan tanggal lahir 

Sibolga, 23 Mei 1979, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, 

tempat tinggal di Jalan Kuda Laut Arah Laut, No. 56, Kelurahan 

Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, 

Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai 

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  

Setelah mendengar keterangan Penggugat; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register perkara Nomor 

19/Pdt.G/2022/PA Sbga, tanggal 3 Februari 2022, mengemukakan dalil-dalil 

sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang melangsungkan 

pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2008, dihadapan Pejabat PPN KUA 
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Kecamatan Pandan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 

184/04/IX/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara pada 

tanggal 25 Agustus 2008; 

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan rasa suka sama 

suka dan saling mencintai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun 

juga; 

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah 

berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 4 

(empat) orang anak yaitu : 

3.1. ANAK KE 1, tempat tanggal lahir di Sibolga, 14 Maret 2009, umur 12 

(dua belas) tahun; 

 Saat ini anak pertama Penggugat dalam asuhan Tergugat; 

3.2. ANAK KE 2, tempat tanggal lahir di Sibolga, 11 Desember 2011, umur 

10 (sepuluh) tahun; 

3.3. ANAK KE 3, tempat tanggal lahir di Sibolga, 24 April 2017, umur 4 

(empat) tahun; 

3.4. ANAK KE 4, tempat tanggal lahir di Sibolga, 24 Agustus 2020, umur 1 

(satu) tahun; 

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani 

mahligai rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Lumba-Lumba, No. 49, 

Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi 

Sumatera Utara;  

5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram, 

harmonis dan bahagia, namun sejak awal Januari 2009 terjadi 

pertengkaran, dimana mulai saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

goyah dan sangat jauh dari kata harmonis sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran, hal tersebut karena : 

5.1 Tergugat suka main tangga dan menyakiti fisik Penggugat yang 

mengakibatkan tubuh Penggugat lebam dan memar-memar; 

5.2  Tergugat suka main tangan dan memukul anak-anak Penggugat dan 

Tergugat; 
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5.3  Tergugat memakai narkoba jenis sabu; 

5.4  Bila dalam keadaan marah, Tergugat suka memaki maki Penggugat 

dengan bahasa yang tidak layak; 

5.5 Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat;  

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi 

pada tanggal 24 November 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah langsung 

berpisah rumah dan tidak pernah hidup bersama kembali hingga saat 

gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Sibolga; 

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 3 

(tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan 

sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi 

melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat; 

8. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi 

masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah 

atau berbicara dengan Tergugat secara baik – baik tetapi tidak berhasil; 

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa 

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan 

lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang 

berkepanjangan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, 

maka Penggugat  berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; 

10. Bahwa Penggugat adalah keluarga yang miskin (tidak mampu dalam 

bidang ekonomi) dan sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap 

sehingga Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara cerai gugat 

yang Penggugat ajukan di Pengadilan Agama Sibolga, oleh karena itu 

Penggugat memohon untuk diberikan izin untuk berperkara secara Cuma-

Cuma (Prodeo); 

11. Bahwa ketidakmampuan Penggugat untuk membayar biaya perkara di 

Pengadilan Agama Sibolga telah dikuatkan dengan Surat Keterangan 

Kurang Mampu Nomor 470/41/2022 tertanggal 2 Februari 2022 yang 

dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota 

Sibolga; 
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12. Bahwa Penggugat memohon untuk dibebaskan dari segala biaya yang 

timbul dalam perkara ini;  

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak tahan 

lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, oleh 

karenanya dengan kerendahan hati Penggugat bermohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Sibolga cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan 

mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT; 

3. Membebaskan dari biaya perkara; 

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat 

dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan; 

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan 

dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar 

bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan 

Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai 

dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,  Penggugat dan Tergugat telah telah 

diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator non Hakim 

bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Sibolga; 

Bahwa, berdasarkan laporan tertulis mediator tersebut, menyatakan 

bahwa upaya damai melalui proses mediasi telah berhasil mencapai 

kesepakatan damai; 

Bahwa, pada persidangan tanggal 17 Februari 2022, Penggugat 

menyatakan secara lisan tidak melanjutkan perkaranya dan mohon kepada 

Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya tersebut, 

yaitu perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PA Sbga; 
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal 

yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu 

kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah 

ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan; 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang 

ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka 

berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama; 

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa 

antara keduanya terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah 

dan belum pernah bercerai, maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk 

bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio); 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 

(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo 

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan 

dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan 

Tergugat agar bersabar, kembali rukun dan tetap mempertahankan keutuhan 

rumah tangga; 

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan 

menempuh upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis 

Hakim; 

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator kepada Majelis Hakim 

Pemeriksa perkara, menyatakan bahwa upaya mediasi yang teblah ditempuh 

oleh Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai; 
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Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Februari 2022, 

Penggugat menyatakan secara lisan tidak melanjutkan perkaranya dan 

mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, Majelis Hakim menilai, 

pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan petunjuk 

Pasal 271 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

1841K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985. Oleh karena itu, untuk memenuhi 

asaz peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud 

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan 

perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PA Sbga dari Penggugat, dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan 

Biaya Perkara Nomor W2-A5/244/HK.05/02/2022 yang ditetapkan Ketua 

Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 03 Februari 2022, maka biaya perkara 

ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sibolga Tahun 2022;  

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan 

hukum lain serta dalil-dalil syara’ yang berhubungan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 

19/Pdt.G/2022/PA.Sgt dari Penggugat; 

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut 

dalam register; 

3. Biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sibolga Tahun 

2022; 

Demikianlah dijatuhkan penetapan dalam musyawarah Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh M. Arif Sani, S. H. I., 

sebagai Ketua Majelis, Suwarlan, S. H., dan Ari Ambrianti, S. H., masing-

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu 

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim 

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asmawati Zebua, S. Ag. sebagai 

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. 
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Hakim Anggota  

 

Ttd 

Suwarlan, S.H. 

 

Ttd 

Ari Ambrianti, S.H. 

Ketua Majelis, 

 

Ttd 

M. Arif Sani, S.H.I. 

 Panitera Pengganti, 

 

Ttd 

Asmawati Zebua, S. Ag. 
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